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Abstrak

-

Tujuan penelitian in dlmaksudkan untuk  menganalisis dan mendeskripsikan Pengelolaan ADD Bidang
Pcmberdayaan Masya.mkat Di Desa Banua Tengah Kecamatan Plitu531b§u Utara Kabupaten Kaguas Hulu. Penulisan
ini dimaksudkan untuk mengetahui -bagaimana pengelolaan ADD dengan mengguuakan teori manaJemen George R.
Terry dalam Eukunya Przncrpfes of Management (Sukarna, 2011:10) dan menganalisis dari segk\perencanaan
pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan di Desa Banua Tengah. Metode penelitian yang
digunakan”dalam penellﬁa.n ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui-observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan hasil penelitian yang dilakukan -oleh peneliti menugjukan
bahwa perencanaan,dalam pengelolaan ADD di Desa Banua Tengah sudah dikatakan baik musrenbang desa sudah
dilaksanakan untuk “menentukan arah kebijakan, pengorganisasian pengelolaan ADD sudah dinilai cukup baik
masing-masing pegawai sudah ditempatkan pada kemampuan yang mereka miliki, pergerakan dalam pembagian
kerganya sudah'baik, dan sesuai dengan indikasi: sumber daya manusia yang dimiliki desa tersebutuntuk mencapai
tujuan sesuai dengan yang diinginkan, pengawasan masih belum optimal dalam pengelolaan ADD khususnya untuk
pen;bangunan'clesa seperti pembuatan jalan rapat beton jarang dipantau oleh aparatur desa. -t

Kata-kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pemb rdayaan Masyarakat

\. ¥ ] ! t 1
THE MANAGEMENT OF VILLAQE FUND ALLOCATION FOR COMMUNITY

EMPOWERMENT IN BANUA TENGAHVILLAGE NORTH PUTUSSIBAU SUB
DISTRICT, KAPUA§ HULU REGENCY

\ Abstract. ’

%

The purpose of this study is to analyze and describe the Management of ADD Field of Community Empowerment in
Banua Tengah Village, North Putussibau Sub,‘Kapct)s Hulu Regeney. This writing is intended to know how the
management of ADDiby using management theory rge R. Terry in his book Principles of Management (Sukarna,
2011: 10) and analyzed in terms of planning, organizing, actuating and controlling in Banua Tengah Village. The
research method used in this'research is descriptive method of qualitative approach-with data collection technique
through observation, interview, and documentation. And-thesesults of research conducted by the researchers showed
that the planning in the management of ADD in Banua Tengah Village already said both village musrenbang has been
implemented to determine the direction of policy, organizing the management of ADD is considered good enough
each employee has been placed on the ability they have, Division of work is good, and in accordance with indications:
human resources owned by the village to achieve the desired objectives, supervision is still not optimal in the
management of ADD, especially for village development such as concrete road meeting is rarely monitored by the
village apparatus.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut UU nomor 6 tahun 2014
tentang desa, desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiiki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan  mengurus urusan  pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa m‘“z'as;:arakat, hak asal-
usul, dan atau hak ’tradisionql yang -ciiakui
dan dihormati dalam s_is:[ém ‘Pemerintahan
Negara A Kesatuan,_““Republik  Indonesia.
Sebag‘z;i ujung .tgm‘t;ak pemerintahan desa,
diharapkan desa mampu mengembangkan

dan mengoptimalkan potensi yang ada didesa

dan dalam pengurusan segala sesuatu yang

sifatnya keadministrasian oleh masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas dan urusan
tersebut maka diperlukan dukungan sumber
daya baik personil dana maupun peralaiﬁn‘
atau pérangkat penunjang lainnya. Untuk
itulah dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa tersebut juga telah mengatur Keuangan
Desa dan "Aset Desa .dalam rangka
memberikan pelayanan p"z;da 'mgsya;rékaé
antara lain dari sulaber-sumber Pendapatan
Asli  Desa, adanya kewajiban"bagi
Pemerintah dari pusat sampai dengan
Kabupaten atau Kota untuk memberikan

transfer dana bagi desa, hibah ataupun

donasi.
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Salah satu bentuk transfer dana dari
pemerintah adalah Alokasi Dana Desa
(ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten atau
Kota. ADD adalah Dana hibah atau donasi
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
sampai Kabupaten untuk desa, selanjutnya
PE‘RDA__v_Kapuas Hulu nomor 10 tahun 2009
tentang AD'D menyatakan bahwa ADD
adalah _dana yan‘g ‘berasal dari sebagian
APBD ' Kabupaten yar;;g'-bersumber dari
bagian  dana” perimbangan %, keuangan
pemerintah pusat dan daerah yang diterima
oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat desa. ,

Maksud pemberian ADD adalﬂah
sebagai bantuan untuk mendorong dalam
tifiembiayai program pemerintah‘desa yang
dfi?’cunjang dalam partisipasi swadaya gotong
’roi;ong masyarakat dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat. ADD adalah dax;’zi yang
bersumber dari APBD Kabupaten yang
dialokasikan _ dengan tujuan’ pemerataan
k_gmz;f'npuan keuangan antar desa untuk
mendanai kebutuhan_.desa dalam rangka
penyelénggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan serta pelayanan
masyarakat. ADD merupakan perolehan
bagian keuangan desa dari kabupaten yang
penyalurannya melalui Kas Desa. ADD
adalah bagian dana Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah yang diterima oleh
2
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Kabupaten. Salah satu alasan rasional
mengapa perlu ada ADD (ADD) adalah
Kebijakan ADD sejalan dengan agenda
Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan
sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD
sangat relevan dengan perspektif yang
menempatkan desa sebagai basis partisipasi.

Karena desa berhadapan langsung
dengan masyarakat dan control masyarakat
lebih kuat. Sebagian” b-esar masyarakat
Indonesia  hidup fdi dalam kBm:Jﬁitas
pedesaan. Wntuk itu, Nonomi. _daerals
diharapl_éa‘{l dapats _meningkatkan efisiensi
dan,-'efektiﬁtas ,Eenéelolaan sumber daya,
meningkatkan kualitas pelayanan umum dan
kesejahteraan “masyarakat, memberdayakan
dan menciptakan ruang bagi masyarakat
untuk ikut  serta berpartisipasi dalam
pembangunan otonomi daerah, pimpinan
daerah memegang peran sangat strategis
dalam " mengelola dan memajukan daerah

yang dipilnpinnya.

2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latars

belakang
| )

permasalahan yang telah diurafkar! dia’tas,l

adapun identifikasi ‘permasalahan seperti di
bawah ini : '

1. Anggaran pemberdayaan masyarakat
masih belum mencapai target

2. Anggaran operasional pemerintahan

desa tidak sesuai dengan peraturan
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3. Fokus Penelitian

Dan peneliti memfokuskan penelitian
ini pada Pengelolaan ADD Bidang
Pemberdayaan Masyarakat D1 Desa Banua
Tengah  Kecamatan Putussibau  Utara

Kabupaten Kapuas Hulu.

4, ‘Rumu_san Permasalahan

Adapun™.._ rumusan permasalahan
:Bagaimana Pel{gel'olaan ADD Bidang
Pemberdayaan Masyaral‘c‘at-[_)i Desa Banua
Kecamatan

Tengah Putussibau ~ Utara

Kabupaten Kapuas Hulu?
5. Tujuan Penelitian .
Penelitian ini dilakukan“dengan tujuran
Untuk menganalisis dan mendtskripsilican
Pengelolaan ADD Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Di  Desa Banu:a Tengah
Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten
Kapuas Hulu.

6. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian iniyaitu :
1.Manfaat _penelitian ini yaitu : manfaat
£e'"0ritis* Hasil penelitian dapat menambah
informasi ilmiah, keterangan
pengelolaan  ADD  sekaligus  dapat
menjadi referensi bagi peneliti lain.
2.manfaat  praktis  Sebagai  bahan
pembelajaran dan pengetahuan untuk
peneliti akan pentingnya Pengelolaan

ADD Khususnya Di Desa Banua Tengah
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Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten

Kapuas Hulu.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Insukindro (2004:82)

mengemukakan Pengelolaan merupakan :
“Serangkaian kegiatan atautindakan yang
meliputi dan

perencanaan, kebutuhan

penganggaran, _penerimaan, péngg;;laan,
penatausahaan, pemanf_a_,e;:fan,. pengamanan
dan perﬁ/eliharaan,,\- penilaian, pembinaan,
penga\;fasan da.nyeﬁgendalian, pembiayaan,
tuntutan  ganti rugi. Dalam = rangka
pengelolaan ADD dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan
yang w... berintikan

\ - -
pengorganisasian,

perencanaan,

dan
pengawasan yang bertujuan menggali dan

penggerakan

memanfaatkan sumber daya alam ya{ﬁg'
dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan
organisasiyang telah ditentukan”.

Menurut Soewarno Handayaningrat
(1997:9) Pengelolaan juga bisa diartikan :
Pengelolaan bisa diartikan rf;anajemsen, \y'aitu.l
suatu proses kegi\étam yang di mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
dan pengawasan usaha-usaha para anggota
organisasi dan  penggunaan-penggunaan
sumber daya sumber daya organisasi lainnya
agar mencapai tujuan organisasi yang telah

ditentukan”.
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Adapun fungsi manajemen

yang
dikemukakan oleh George R. Terry dalam
bukunya Principles of Management (Sukarna,
2011:10) membagi empat fungsi dasar
manajemen, yaitu : Planning (Perencanaan),
(Pengorganisasian),

Organizing Actuating

(Pelaksanaan/pergerakan) dan  Controlling
(Péﬁgawasan). Keempat fungsi manajemen
ini disingk‘at dengan POAC.

' . ‘
I 'Piar&zin‘és(Per_encam;;fl)

George R. /Terry dalams bukunya
Principles of Management (Sukarn‘a, 2011:
10) mengemukakan tén_tang Planning
sebagai  berikut, vyaitu :+*Perencanaan
adalah pemilih fakta dan pe’n'ghubungan;
fakta-fakta  serta

pembuatan dan

penggunaan  perkiraan-perkiraan  atau

a'&;msi-asumsi untuk masa yz;ng akan
datang dengan jalan menggambarkan dan
merumuskan kegiatan-kegiatan ~ yang
diperlukan untuk mencapai hasil yang

diinginkan”. J

2. Organizing (Pengorganisasian)

‘George "R. Terry dalam bukunya
Principles of Managemeﬁ’t (Sukarna, 2011:
S (—
Pengorganisasian sebagai berikut, yaitu :

ialah

" mengemukakan tentang

Pengorganisasian penentuan,

pengelompokkan, dan penyusunan macam-

macam kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai tujuan, penempatan orang-orang

(pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini,
4
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penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok
bagi keperluan kerja dan penunjukkan
hubungan wewenang, yang dilimpahkan
terhadap setiap orang dalam hubungannya
dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang

diharapkan.

3. Actuating (Pergerakan)

Menurut George R, +Terry dalam
bukunya  Principles+ of Management
(Sukarna, 2011: 82) fmengatak.an Perg;fakan
yaitu : Pergerakan adalﬁﬂ m'embangkitkan
dan 1n@ﬂ’é0r0ng semua anggota kelompok
agar, éupaya h_grkf;hendak dan berusaha
dengan keras.untuk mencapai tujuan dengan

ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan

usaha-usaha pengorganisasian dari pihak ~

pimpinan’.

4. Controlling (Pengawasan)
Menurut George R. Terry (Sukar‘iia,'
2011:  110)

Pengawasan, yaitu :

mengemukakan  bahwa

“Pengawasan dapat dirumuskan sebagai
proses penentuan apa yang harus dicapai
yaitu standard, ‘apa yang sedang (}ilal;likaé
yaitu pelaksanaar\l;'mcnilai pelaksanaan, dan
bilaman perlu melakukan perbaikan=

perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai

dengan rencana, yaitu selaras dengan

standard (ukuran)”.

Kornelius Jojita, NIM. E21112075
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

httpiwrmafis. untan.ac.id

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Soleh Chabib & Heru
Rochmansjah, (2014:11) ADD adalah
“Dana yang dialokasikan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber
dari bagian dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh
Pemerintahan Kabupaten /Kota. Alokasi
Dana Desa dilaksanakan sebagai bentuk

proses pengelolaan dari berbagai peraturan

pemerintah maupun peraturan daerah”.

2. Pemberdayaan Masyarakat
Menurut (2005:11)

Pemberdayaan Masyarakat adalah : "Upaya

Sumaryadi

mempersiapkan masyarakat seiring dengan
langkah upaya memperkuat kelembagaan
masyarakat ~ agar  mereka = mampu
mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan
kesejahteraan dalam suasana keadilan

‘sosial yang berkelanjutan".

3. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Uma  Sekaran dalam
Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa
merupakan  modal

kerangka  berpikir

konseptual  tentang  bagaimana  teori
berhubungan dengan berbagai factor yang
telah diidentifikasikan sebagai hal yang
penting jadi dengan demikian maka kerangka
pikir adalah sebuah pemahaman yang
melandasi pemahaman-pemahaman yang
lainnya, sebuah pemahaman yang paling

mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap
5
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pemikiran yang atau suatu bentuk proses dari
keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.
Gambar 1.

Kerangka Pikir Penelitian :

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banua
Tengah Kecamatan Putussibau Utara
Kabupateh Kapuas Hulu

Fenomena Teori

L. Anggarzlln Teori Manajemen George
RHRETAdyaail « | R Terry  (Sukarna,
masyarakat . : -
masih belum p| 2011:10)) yaitu:
mencapai target  [»

2. Anggaran 1. Perencanaan
operasional 2. Pengorgaisasian
pemerintahan 3 Porserak
desa tidak sesuai - Tergerakan
dengan 4. Pengawasan
peraturan

|
Output
Terpotretnya Pengelolaan ADD Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
gy Py .
. L l 1 I
C.METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Pengeolaan
Alokasi Dana Desa Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Di  Desa Banua Tengah
Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten
Kapuas Hulu. Dalam penelitian ini metode

penelitian kualitatif yang digunakan untuk
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maksud deskriptif atau memaparkan suatu

objek masalah ini  bertujuan untuk

menjelaskan, mengungkapkan dan untuk
mendapatkan deskripsi yang tepat.

Mukthar (2013:10), Metode Penelitian
Kualitatif Deskriptif adalah : Suatu metode
untuk

digunakan menemukan

yang
pet‘lgetal;_uan terhadap subjek penelitian suatu
saat terten;u. Dan berusaha mendeskripsikan
seluruh_gejala atail keadaan yang ada, yaitu
keadaan gejala menurut E;i)é-adanya pada saat

penelitian dilakukan. \

D. HASIL PENELITFIAN
PEMBAHASAN -

DAN

-~
-

1. Tahap Perencanaan

' Dari hasil wawancara yané dilakukan
dengan beberapa narasumber, kepala desa
sudah mengundang pihak-pihak yang wajib
ikut dalam kegiatan perencanaan khususnya
dalam kegiatan musrenbang yang‘l dihadiri
BPD dan

oleh  pemerintahan desa,

masyarakat. . Dalam  kegiatan  tersebut
rilem‘b’ahas "ap‘a saja yang /menjadi tujuan,
kendala-kendala yang dih‘édapi dan apa saja
yang “diperlukan untuk mencapai tujuan
tersebut. Namun yang terjadi ada pihak-
pihak yang memiliki tanggung jawab untuk
hadir ternyata tidak ikut berpartisipasi dalam
kegiatan perencanaan tingkat desa yaitu
musrenbang. Hal tersebut tentunya akan

mengganggu jalannya perencanaan yang
6



PublikA, Jurnal S-1 llmu Administrasi Negara Volume 6 Nomor 1 Edisi Maret 2017

dilaksanakan oleh pihak desa dan hasil

perencanaan pun tidak maksimal.

2. Tahap Pengorganisasian

Berdasarkan hasil wawancara dengan
beberapa narasumber, kepala desa telah
memilih aparatur desa dan menempatkan
mereka pada posisi yang sesuai .dengan
kemampuannya dengan cukup baik. Kades
beranggapan bahwa yang -terpenting adalah
aparatur desa yang fdipilihnya‘l mau b-elkerja
dengan baiks dalam megjgilankan fungsinya
seperti _Hfémbuat LPJ. Selain itu pak kades
telah Jmemberi,kfm \arahan kepada setiap
setiap rincian

aparatur untuk mencatat

penggunaan dana yang dipakai « agar

bendahara” mudah pada saat penyusunan

laporan.

3. Tahap Pergerakan

Berdasarkan hasil wawancara ye{hg-‘
dilakukan dengan narasumber bahwa dalam
pembagian Kerja perangkat desa di Desa
Banua Tengah sudah baik, hal ini di
karenakan kades sudah memberikan tugas
sesual dengan aturan yang b"elrlak?u. éela}ﬂ itl.{
\ kades
berkoordinasi dengan BPD untuk bersama=

dalam  pelaksanaannya telah
sama ikut serta dalam kegiatan pembangunan

agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

4. Tahap Pengawasan
Dari hasil wawancara yang dilakukan

dengan narasumber tersebut bahwa kades
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telah memberikan perintah kepada setiap
aparatur untuk secara bergantian mengawasi
pembangunan yang telah dilaksanakan. Akan
tetapi hal tersebut belum sepenuhnya dituruti
aparatur. Ada aparatur yang tidak mau
mengawasi kegiatan dilapangan. Selain

aparatur yang diberikan tanggungjawab
untuk mengawasi kegiatan, pihak BPD juga
di]ibatkan.. Selain itu kades sesekali
mengawasi prog;arh pembangunan yang
dijalankan. Kades tidak\‘b'isa terus menerus

untuk memantau kegiatan dilapangan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari berbagaiap‘embaha%cm
dalam penelitian ini adalah dalam proses
pengelolaan  ADD  maka dal;at ditarik
kesimpulan dengan 4 analisis fungsi
méhaj emen sebagai berikut ini :

1. Untuk perencanaan dalam pengelolaan
ADD di Desa Banua Tengéh sudah
dikatakan baik, musrenbang desa
sudah dilaksanakan untuk menentukan

‘hrah ke’bijﬁkan dan japa saja yang

diperlukan untuk pelaksanaan

pengelolaan ADD.

2. Dalam Pengorganisasian pengelolaan
ADD sudah dinilai cukup baik, hal ini
bisa dibuktikan dari hasil wawancara
dan analisis yang peneliti lakukan.
Adapun rangkap jabatan yang ada di

Desa Banua Tengah dianggap tidak
7
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terlalu  masalah pada

ADD.

pengelolaan

. Dalam Pergerakan untuk pembagian
kerjanya sudah baik, dan sesuai dengan
indikasi: sumber daya manusia yang
dimiliki desa tersebut untuk mencapai
tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

. Untuk Pengawasan masih_belum
optimal dalam per}gel(jlaan ADD
khususnya unt};k pe-mbangunan desa,
hal tersebut bisa dilil}at .&ari-‘hasil

dan__ \hanal.isis

wawancara peneliti

tegﬁgdap kegigtaﬂ pembangunan jalan

srapat beton jarang dipantau oleh

aparatur desa.

-

SARAN

i

Berdasarkan hasil pembahasan dan

kesimpulan yang sudah ada, peneliti

memiliki beberapa saran yang dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa

Banua Teﬁgah dalam pengelolaan ADD

sebagai berikut :

1.

i . .
Dalam hal perencanaan'perrferirgtah desé

perlu  mengoptimalkan  tahap pra
musrenbang agar perencanaan
pembangunan dapat mendekati
kebutuhan  masyarakat, selain itu

partisipasi masyarakat pada tahap ini

perlu ditingkatkan. Hal ini

juga
dimaksudkan agar dalam perencanaan

desa  sesuai dengan  kebutuhan

Kornelius Jojita, NIM. E21112075
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

httpiwrmafis. untan.ac.id

masyarakat desa, dan bisa bersama-sama
memecahkan masalah yang dihadapi
dalam proses pembangunan desa. Serta
menentukan skala prioritas yang benar-
benar menjadi kebutuhan masyarakat
desa.

Dalam hal Pengorganisasian diharapkan

“untuk Pak Kades Banua Tengah agar

dalam penempatan aparatur desa tidak
hanya memz;ndhng kemauan bekerja
aparatur, desanya sa}a‘ tetapi lihat juga
kinerja masing-masing aparatur yang
ada. Jika : kurang

memuaskan perlu dilakukan evaluasi

kinerja = aparatur
terhadap Kkinerja aparatur pemerintéh
desa dan lihat kembali apa saja masaliah
atau kendala aparatur ,desa dal?m
menjalankan tugasnya.

Dalam hal Pergerakan untuk masing-
masing desa lebih

aparatur agar

" memahami tugas pokok dan fungsi yang

diberikan kepada mereka karena tanpa
menjalankan tugas dan funggi“ tersebut
suatu organisasi tidak akan bisa berjalan
dengan maksimal.

iﬁ’alam‘hai Pengawasan Kades dan pihak
BPD harus lebih ditin'gkatkan lagi, buat
kesepakatan kembali tentang
pengawasan pengelolaan ADD yang
dikelola untuk pembangunan desa.

Kesepakatan dibuat  adalah

yang
yang

dipahami oleh masing-masing aparatur

kesepakatan disetujui  dan

dan BPD yang disertai dengan sanksi
8
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contohnya berupa penahanan gaji. Hal

ini  dilakukan masing-masing

BPD  lebih

agar

aparatur  desa  dan
bertanggungjawab dalam menjalankan

kewajibannya masing-masing.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam pelaksanaaﬁ penelltlan 1m ada
beberapa kendala” yang dlrasakan pcnelm
sehingga ménlmbulkar_l_ ‘kesulitan  dalam
pelaksa;__:é/an peneﬁg'aa. Keterbatasan yang
dialarhi

penelitian diantaranya :

peneliti  dalam  pelaksanaan

1. Kurangrl‘ya keterampilan  peneliti

. dalam merangkai kata-kata

yang
menyebabkan peneliti kesulitan untuk
_menuangkan pemikiran-pemikiran

kedalam bentuk tulisan. ‘
2. Kurangnya  keterbukaan informan"
dalam memberikan informasi terkait
permasalahan yang sudah ada, hal ini
dikarenakan adanya perasaan takut
kepada “atasan apablla memberikan
penilaian yang negative. S‘ert:! add‘nya{
kecurigaan karcna khawatir peneliti
akan menulis mengenai kejelekan=
kejelekan instansi sehingga peneliti
harus lebih keras menggali informasi

mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Peneliti menyadari bahwa dalam
melakukan penelitian tentang
pengelolaan ADD Bidang

Kornelius Jojita, NIM. E21112075
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

~ Handayaningrat,

httpiwrmafis. untan.ac.id

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa
Banua Tengah Kecamatan Putussibau
Utara Kabupaten Kapuas Hulu, masih

dirasakan banyak kekurangan dan

kelemahan kanena peneliti sendiri

masih tergolong baru dan pemula
dalam melakukan penelitian ilmiah.
‘Kelemahan tersebut khususnya pada

keterbatasan dalam melakukan

-

¢+ wawancara, teknik pengumpulan data

.

d&n ana1151s data.
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